
 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK          
NOMOR  09                                                                                                                 TAHUN  2011   

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 
NOMOR  09 TAHUN  2011  

 
TENTANG 

 
MENARA TELEKOMUNIKASI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DEPOK, 
Menimbang : a. bahwa meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap Telekomunikasi 

mendorong pesatnya pembangunan Menara Telekomunikasi;  

  b. bahwa pembangunan menara telekomunikasi sebagai salah satu 

infrastruktur pendukung telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, 

keamanan,  estetika dan persaingan usaha yang sehat; 

  c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,  Pemberian Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan 

prasarana telekomunikasi merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Menara 

Telekomunikasi; 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3817); 

  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya 

Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 
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  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  5. Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 

  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 134, Tambahan 

Negara Republik Indonesia No. 4247); 

  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan           

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Nomor 4389); 

  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12            

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

  11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 5043); 

  12. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 3980); 
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  13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan 

Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia 

Nomor 3981); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4737); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Nomor 4741); 

  17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Undang-Undang Nomor 36         

Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 

  18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia        

Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan 

Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama; 

  19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, 

Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/ PRT/M/2009; 

Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman 

Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi; 

  20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 Tentang  Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000            

Nomor 27 Seri C); 

  21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah           

Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07); 

  22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah           

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06); 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp053.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp079.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/07pp038.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/07pp041.pdf


4 
 

  Dengan Persetujuan Bersama 

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK  
  dan 
  WALIKOTA DEPOK 

  MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  MENARA TELEKOMUNIKASI. 
   
  BAB I 

  KETENTUAN UMUM 
  Pasal 1 
  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

  1. Kota adalah Kota Depok. 

  2. Pemerintah Kota  adalah Pemerintah Kota Depok. 

  3. Walikota adalah Walikota Depok. 

  4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani 

Telekomunikasi dan Informasi. 

  5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau 

penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, 

tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau 

sistem elektromagnetik lainnya. 

  6. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah 

bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah 

atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan 

bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang 

struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul 

atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan 

konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan 

perangkat telekomunikasi. 

  7. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara 

bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi. 

  8. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan 

pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya 

telekomunikasi. 

  9. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan 

usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, 

instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. 
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  10. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik 

Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Swasta, yang 

memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama 

oleh penyelenggara telekomunikasi. 

  11. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau 

mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain. 

  12. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang 

kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. 

  13. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi 

yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang 

dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), 

Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan 

jaringan transmisi utama (backbone transmission). 

  14. Zona Cellular Plan adalah batasan area persebaran peletakan menara 

telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia. 

  15. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada 

di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai 

tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat 

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya 

maupun kegiatan khusus. 

  16. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha 

atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam 

negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan 

perundang-undangan Indonesia. 

  Pasal 2 

  Pengaturan  menara telekomunikasi bertujuan untuk : 

  a. mengatur dan/atau mengendalikan pembangunan menara; 

  b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan 

lingkungannya; 

  c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan 

teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;dan 

  d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan 

menara. 
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